KEKUASAN DARURAT PRESIDEN                                                                       

THE EMERGENCY POWER OF THE PRESIDENT

(Lanjutan)
Sabtu, 24 april 2004

1. BACAAN:

a. Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang:

(1). TAP MPR No.III Tahun 2000:
Tata urutan peraturan perundang-undangan:

a. UUD 1945

b. Ketetapan MPR

c. UU

d. Perpu

e. PP

f. Keputusan Presiden 

g. Peraturan Daerah.
(2). RUU TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Tata urutan peraturan perundang-undangan:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden/peraturan lembaga negara non pemerintah;

e. Peraturan Menteri/peraturan lembaga pemerintah non departemen;

f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Gubernur;

h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Bupati/Walikota;

j. Peraturan Desa.
(3). UU No.6 TAHUN 1946 TENTANG KEADAAN BAHAYA

· Kategori keadaan bahaya menurut UU ini didasarkan pada penyebab terjadinya keadaan bahaya, yaitu;

a. Serangan (dari negara lain)

b. Bahaya serangan 

c. Pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintahan sipil tidak sanggup menjalakan pekerjaannya

d. Bencana alam.

· Secara ekspilisit UU ini tidak menentukan adanya hirarkisitas antara keadaan bahaya yang satu dengan yang lainnya. 
· Mekanisme penetapan keadaan bahaya: presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan (DPR) BP KNIP. Akan tetapi, setelah pernyataan dikeluarkan oleh presiden, keadaan bahaya sudah berlaku tanpa menunggu adanya persetujuan dari DPR (BP KNIP).

(4). UU NO.23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA
· UU ini sama isinya dengan UU No.74 Tahun 1957
· Kategori keadaan bahaya didasarkan dengan 

a. Darurat Sipil
b. Darurat Militer

c. Darurat Perang

· Secara ekspilisit UU ini menentukan adanya hirarkisitas antara keadaan darurat yang satu dengan yang lainnya, sehingga bila suatu keadaan darurat tidak dapat diatasi, maka keadaan darurat itu dapat ditingkatkan ke keadaan darurat yang lebih tinggi derajatnya; begitu pula sebaliknya.

· Proses penetapan keadaan bahaya hanya dinyatakan atau diumumkan oleh presiden, tanpa persetujuan DPR.

(5). RUU TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN BAHAYA 1999.
· Sebenarnya RUU ini sudah sepantasnya disebut UU karena UU sudah disetujui oleh DPR maupun Pemerintah sebagaimana disyaratkan dalam UUD, tetapi Pemerintah dan DPR bersepakat untuk ”menidurkan” UU itu.

· Kategori keadaan bahaya:

a. Keadaan khusus

b. Keadaan militer

c. Keadaan perang

· Kategori keadaan bahaya dalam RUU ini tidak mempunyai hubungan yan hirarkistas.
2. ISSUE(S):

(1). Bagaimana mekanisme penetapan keadaan bahaya berdasarkan kategorinya? Clue: Lihat UU-nya
(2). Apakah Maklumat yang dikeluarkan oleh Abdulrachman Wahid bisa dikategorikan sebagai Perpu? Clue: Beda Hal kegentingan yang memaksa dan keadaan bahaya.
(3). Siapa yang berhak menguji secara material Perpu berkaitan dengan RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Clue: No body/institution will have the authority to review it if the legislative authority still insist to approve their draft. 
(4). Apakah ada pembatasan terhadap kekuasaan presiden dalam keadaan bahaya? Jika tidak ada, apakah pembatasan itu diperlukan? Apa reasoning pembatasan itu diperlukan? Clue: Lihat pembatasan jangka waktu setiap keadaan bahaya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan keadaan bahaya. Reasoning: Pasal 28I UUD 1945.
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